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ABSTRAK 
 
Pertumbuhan penduduk saat ini telah meningkat dan tidak sejalan dengan 
semakin meningkatnya kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang mendesak dan 
kurangnya kesempatan kerja di pedesaan sehingga menyebabkan migrasi yang 
tinggi. Jumlah penduduk dan peningkatan migrasi dari daerah pedesaan tidak 
diimbangi dengan lahan yang tersedia di daerah perkotaan akhirnya memunculkan 
beberapa isu seperti munculnya kawasan kumuh. Selanjutnya, dampak dari 
kawasan kumuh terhadap kualitas lingkungan perlu intensif prihatin dengan 
pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat umum. 
 
Kata Kunci: Analisis Dampak Lingkungan, Area Kumuh, Penduduk 
 
ABSTRACT 
 
Today population growth has escalated and not balanced also with the 
increase of the necessities of life. The economy condition is urgent and lacking of 
job opportunities in rural area so that causes high flow migration. The number of 
inhabitants and the increase of migration from rural area not balance with the 
available land in urban areas then finally rise to varying issues such as the 
emergence of slum areas. Further, the impact of slum areas towards 
environmental quality needs to be intensively concerned by local government, 
private sectors, NGO, and general community. 
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PENDAHULUAN 
Menurut Soerjani, dkk 
(1987:3) “Lingkungan hidup adalah 
sistem kehidupan dimana terdapat 
campur tangan manusia terhadap 
tatanan ekosistem”. Berbicara 
mengenai lingkungan, salah satu hal 
yang berhubungan dengan 
lingkungan adalah masalah 
kepadatan penduduk. Penduduk 
pendatang sebagian besar menetap di 
lokasi pemukiman-pemukiman 
kumuh di daerah pinggiran sungai 
yang kotor dan di sepanjang jalur 
kereta api. Pemukiman tersebut 
dihuni oleh penduduk yang padat dan 
berpenghasilan rendah. Bangunan 
liar pun juga tidak luput 
keberadaannya dengan kawasan 
kumuh yaitu mereka yang tidak 
mempunyai hak atas tanah dan 
bangunan yang resmi.  
Peningkatan jumlah bangunan 
liar tersebut disebabkan karena 
banyaknya pengadu nasib yang 
datang ke kota besar untuk mencari 
nafkah, tetapi tidak diiringi dengan 
pendidikan dan keterampilan jadi hal 
itu mengakibatkan mereka terlantar 
dan akhirnya membangun tempat 
tinggal sembarangan dan dengan 
bahan seadanya. Padahal sarana dan 
prasarana di kawasan tersebut tidak 
layak huni dengan keadaan 
lingkungan yang relatif kurang baik. 
Tindakan mereka inilah yang 
mengakibatkan terjadinya kerusakan 
lingkungan. 
Kondisi lokasi kawasan kumuh 
dapat digambarkan dengan penilaian 
tingkat kekumuhannya yaitu status 
legalitas tanah, penggunaan 
penguasaan lahan, bencana 
kebakaran dan tanah longsor. 
Kondisi kependudukan 
menggambarkan tingkat kepadatan 
penduduk yang berada di kawasan 
kumuh yaitu tingkat kepadatan 
penduduk, rata-rata anggota rumah 
tangga, jumlah KK per rumah, 
tingkat pertumbuhan penduduk. 
Kondisi bangunan menggambarkan 
kualitas bangunan pada kawasan 
kumuh yaitu tingkat kualitas struktur 
bangunan, kepadatan bangunan, 
kesehatan dan kenyamanan 
bangunan, penggunaan luas lantai 
bangunan. Kondisi sarana dan 
prasarana dasar untuk memenuhi 
kebutuhan akan fasilitas umum pada 
kawasan kumuh yaitu tingkat 
pelayanan air bersih, kondisi sanitasi 
lingkungan, kondisi persampahan 
dan saluran air hujan, kondisi jalan, 
besarnya ruang terbuka hijau. 
Kondisi sosial ekonomi untuk 
mengetahui tingkat kesejahteraan di 
kawasan kumuh yaitu tingkat 
kemiskinan, pendapatan, pendidikan, 
keamanan. 
Dengan berbagai permasalahan 
yang ditimbulkan dari adanya 
pemukiman kumuh tersebut 
memberikan bukti bahwa 
pemukiman kumuh juga akan 
berdampak pada penurunan kualitas 
lingkungan masyarakat di sekitarnya 
pada khususnya dan masyarakat kota 
Malang pada umumnya. Pada 
masyarakat sekitar selain 
pembangunan rumah yang tidak 
sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1992 
adanya pemukiman kumuh tersebut 
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juga bertentangan dengan Perda 
Rencana Tata Ruang dan Wilayah 
(RTRW) No. 7 Tahun 2001. Oleh 
karena itu, lingkungan hidup harus 
dikelola dengan prinsip melestarikan 
fungsi lingkungan hidup yang serasi, 
selaras, dan seimbang untuk 
menunjang pembangunan 
berkelanjutan dan berdampak bagi 
peningkatan kesejahteraan dan mutu 
hidup generasi kini dan generasi 
mendatang. Dan atas dasar itulah 
maka penulis tertarik untuk mengkaji  
“Dampak Pemukiman Kumuh 
terhadap Kelestarian Hidup Kota 
Malang” dengan studi kasus di Jalan 
Muharto Kelurahan Jodipan 
Kecamatan Blimbing Kota Malang. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan singkat 
dalam Latar Belakang mengenai 
dampak pemukiman kumuh terhadap 
lingkungan hidup, adapun 
perumusan masalah dalam paper ini 
adalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana dampak lingkungan 
yang ditimbulkan akibat 
pembangunan pemukiman 
kumuh terhadap kelestarian 
hidup Kota Malang ? 
2) Apa peran dari masyarakat 
maupun pemerintah dalam 
mengatasi permasalahan 
lingkungan akibat pemukiman 
yang terlalu padat ? 
KAJIAN TEORITIS 
Pemukiman Kumuh 
1) Bergel (1978) kawasan 
kumuh adalah 
“…Underisable places to live 
in, and the vast majority of 
residents would move out if 
they could afford to do so”. 
2) Surbakti (1984) 
perkampungan dikatakan 
sebagai kawasan kumuh 
adalah identik dengan 
perkampungan miskin atau 
permukiaman miskin. 
3) Turner (1972) kampung 
kumuh sebagai hunian 
masyarakat dengan 
ketersediaan sarana umum 
buruk atau tidak sama sekali. 
4) Rutz (1987) mendefinisikan 
kampung kumuh sebagai 
kawasan hunian masyarakat 
berpenghasilan rendah 
dengan kondisi fisik kurang 
baik. 
5) Herbasuki Wibowo (1984) 
mendefinisikan kawasan 
kumuh sebagai kawasan 
lingkungan tradisional khas 
Indonesia yang ditandai 
dengan cirri kawasan yang 
terjalin dalam ikatan 
kekeluargaan yang erat. 
6) Bianpoen (1991) permukiman 
kumuh merupakan 
permukiman dengan 
lingkungan buruk yang dihuni 
oleh penduduk 
berpenghasilan 
rendah/miskin. 
7) Judohusodo (1991) Kampung 
kumuh sebagai bentuk hunian 
yang tidak terstruktur, tidak 
berpola (misalnya letak 
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rumah dan jalan-jalannya 
tidak beraturan), tidak 
tersedianya fasilitas umum, 
prasarana dan sarana 
permukiman tidak baik 
(misalnya tidak ada got, 
sarana air bersih, MCK), 
bentuk fisik yang tidak layak 
misalnya secara regular setiap 
tahun kebanjiran dan 
sebagainya. (Sumber: Dinas 
Pekerjaan Umum, Kota 
Malang) 
 Menurut UU No. 4 Tahun 
1992 tentang Perumahan dan 
Pemukiman pasal 1 ayat 3 
“Pemukiman adalah bagian dari 
lingkungan hidup di luar kawasan 
lindung, baik yang berupa kawasan 
perkotaan maupun pedesaan yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung 
peri kehidupan dan penghidupan”. 
Menurut  Kertayasa (2009) 
mengartikan kata kumuh sebagai 
berikut : 
“Kumuh adalah suatu kesan 
atau gambaran secara umum 
tentang sikap dan tingkah laku 
yang rendah dilihat dari tingkat 
standar hidup dan penghasilan 
kelas menengah dan bawah 
yang belum mapan.  
Pemahaman seperti ini 
menjelaskan kumuh dapat ditinjau 
dari sebab dimana merupakan suatu 
kemunduran atau kerusakan 
lingkungan hidup meliputi:  
1. Segi fisik, yaitu gangguan yang 
ditimbulkan oleh unsur-unsur 
alam   seperti air dan udara. 
2. Segi masyarakat/sosial, yaitu 
gangguan yang ditimbulkan 
oleh manusia sendiri, seperti 
pembuangan sampah dan 
kepadatan lalulintas. 
Selanjutnya kumuh juga 
merupakan akibat dari 
perkembangan gejala-gejala 
antaralain: kondisi perumahan/ 
permukiman yang buruk, 
penduduk  yang terlalu 
padat, fasilitas lingkungan 
yang kurang memadai, tingkah 
laku menyimpang, budaya 
kumuh, apatis dan terisolasi”. 
Menurut Prof. Dr. Parsudi 
Suparlan (dalam Kotta, 2003), 
“Kawasan kumuh adalah kawasan 
dimana rumah dan kondisi hunian 
masyarakat dikawasan tersebut 
sangat buruk”. Ini dapat dilihat dari 
standar kebutuhan kepadatan 
bangunan, persyaratan rumah sehat, 
kebutuhan sarana air bersih, sanitasi 
lingkungan maupun persyaratan 
kelengkapan prasana jalan, ruang 
terbuka (open space), serta fasilitas 
sosial.  
Standar Indikator 
Standar indikator yang 
menunjukkan tingkat kekumuhan 
suatu lingkungan dapat dibagi ke 
dalam lima aspek yaitu: 
1. Kondisi Lokasi 
Kondisi lokasi ini 
menggambarkan indikator 
kawasan kumuh berdasarkan 
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lokasi dan kualitas lahan yang 
akan dijadikan kawasan 
pemukiman yaitu didasarkan 
pada: 
a. Status legalitas tanah 
b. Status penggunaan 
penguasaan lahan 
c. Frekuensi bencana 
kebakaran 
d. Frekuensi bencana tanah 
longsor 
2. Kondisi Kependudukan 
Kondisi kependudukan 
menggambarkan tingkat 
kepadatan penduduk yang berada 
di kawasan pemukiman kumuh 
yaitu didasarkan pada: 
a. Tingkat kepadatan 
penduduk 
b. Rata-rata anggota rumah 
tangga (family size) 
c. Jumlah KK per rumah 
d. Tingkat pertumbuhan 
penduduk 
3. Kondisi Bangunan 
Kondisi bangunan 
menggambarkan kualitas 
bangunan yang akan dijadikan 
tempat tinggal yaitu didasarkan 
pada: 
a. Tingkat kualitas struktur 
bangunan 
b. Tingkat kepadatan 
bangunan 
c. Tingkat kesehatan dan 
kenyamanan bangunan 
d. Tingkat penggunaan luas 
lantai bangunan 
4. Kondisi Sarana dan Prasarana 
Dasar 
Kondisi sarana dan 
prasarana dasar merupakan 
kebutuhan akan fasilitas umum 
dasar yang ada pada kawasan 
kumuh sehingga penilaian yang 
dilakukan adalah tentang layak 
atau tidaknya dan jumlahnya 
telah memenuhi syarat atau tidak 
yaitu didasarkan pada: 
a. Tingkat pelayanan air 
bersih 
b. Kondisi sanitasi 
lingkungan 
c. Kondisi persampahan 
d. Kondisi saluran air hujan 
(drainase) 
e. Kondisi jalan 
f. Besarnya ruang terbuka 
hijau 
5. Kondisi Soaial Ekonomi 
Kondisi sosial ekonomi 
menggambarkan tingkat 
kesejahteraan yang ada di 
kawasan kumuh yaitu didasarkan 
pada; 
a. Tingkat kemiskinan 
b. Tingkat pendapatan 
c. Tingkat pendidikan 
d. Tingkat kerawanan 
keamanan 
Perbandingan Ciri Rumah 
Kampung, Rumah Liar dan 
Rumah Kumuh 
Tidak ada perbedaan yang 
signifikan yang membedakan antara 
rumah kampung, rumah liar dan 
rumah kumuh. Berdasarkan data 
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yang diberikan oleh Badan 
Perencanaan dan Pembangunan  
 
Daerah (BAPPEDA) mengenai 
perbedaan ketiganya dapat dilihat 
dari tabel berikut ini: 
Tabel 1. 
Ciri-ciri Rumah Kampung, Liar dan Kumuh 
No Rumah Kampung Rumah Liar Rumah Kumuh 
1 Kurangnya sarana 
dan prasarana 
Sarana dan prasarana 
kurang bahkan tidak ada 
(jalan setapak, tidak ada 
pelayanan air bersih, 
drainase, pembuangan air 
kotor) 
Kurangnya sarana dan 
prasarana 
2 Ada yang 
mempunyai IMB 
dan ada yang tidak 
Tidak mempunyai IMB 
 
Mempunyai legalitas 
(misal sertifikat) 
3 Terdiri dari 
golongan 
masyarakat rendah 
dan menengah 
Terdiri atas masyarakat 
golongan ekonomi rendah 
Terdiri dari golongan 
masyarakat rendah 
dan menengah 
4 Umumnya 
masyarakat sudah 
tinggal menetap 
Umumnya masyarakat 
tinggal tidak menetap 
Umumnya 
masyarakat tinggal 
menetap tetapi tidak 
jarang pula yang tidak 
menetap 
5 Fisik bangunannya 
mayoritas semi 
permanen dan 
permanen 
Fisik bangunan terdiri 
dari gubug, bahan-bahan 
yang tidak tahan lama, 
barang-barang bekas, 
jarang yang memiliki 
rumah permanen 
Fisik bangunan tidak 
berpengaruh terhadap 
rumah kumuh. 
Tergantung pada pola 
pengaturan rumah 
tersebut 
6 Lokasinya 
umumnya di pusat 
kota 
Lokasinya umumnya di 
daerah pinggiran kota 
atau di daerah bantaran 
sungai, sepanjang rel 
kereta api, pasar dan 
stasiun serta daerah-
daerah yang sering banjir 
Lokasinya umumnya 
berada di pusat kota 
akan tetapi tidak 
jarang pula yang 
ditemukan di 
pinggiran kota dekat 
dengan pusat kegiatan 
seperti industri dan 
pabrik. 
7 Memiliki 
kepadatan 
penduduk yang 
tinggi 
Kepadatan penduduknya 
tinggi 
Umumnya kepadatan 
penduduknya tinggi 
(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Kota Malang) 
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Pengertian Lingkungan hidup  
Menurut Soerjani, dkk (1987) 
”Lingkungan hidup adalah sistem 
kehidupan dimana terdapat campur 
tangan manusia terhadap tatanan 
ekosistem”. Oleh karena itu, menurut 
batasan yang ada dalam UU No. 4 
Tahun 1982 tentang ketentuan-
ketentuan pokok pengelolaan 
lingkungan hidup, ”Lingkungan 
hidup adalah sistem yang merupakan 
kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan dan makhluk hidup 
termasuk manusia dan perilakunya 
yang menentukan perikehidupan 
serta kesejahteraan manusia dan 
makhluk hidup lainnya”. Selain itu, 
menurut UU tersebut bahwa 
”Pembangunan Berwawasan 
Lingkungan adalah upaya sadar dan 
berencana menggunakan dan 
mengelola sumberdaya secara 
bijaksana dalam pembangunan yang 
berkesinambungan untuk 
meningkatkan mutu hidup”.  
 Sedangkan menurut UU No. 
23 Tahun 1997 “Pencemaran 
lingkungan hidup adalah masuknya 
atau dimasukkannya makhluk hidup, 
zat, energi, dan/atau komponen lain 
ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga 
kualitasnya turun sampai ketingkat 
tertentu yang menyebabkan 
lingkungan hidup tidak dapat 
berfungsi sesuai dengan 
peruntukkannya”. Sedangkan 
“Perusakan lingkungan hidup adalah 
tindakan yang menimbulkan 
perubahan langsung atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik dan/atau 
hayatinya yang mengakibatkan 
lingkungan hidup tidak berfungsi 
lagi dalam menunjang pembangunan 
berkelanjutan”. Oleh sebab itu, 
hakekat pokok pengelolaan 
lingkungan hidup oleh manusia 
adalah bagaimana manusia 
melakukan upaya agar kualitas 
manusia makin meningkat, 
sementara kualitas lingkungan juga 
menjadi semakin baik.  
Pengertian Tata Ruang dan Tata 
Guna Tanah  
Pengertian Tata Ruang 
 Menurut Jayadinata 
(1999:12-13) Ruang (space) adalah 
seluruh permukaan bumi yang 
merupakan lapisan biosfera, tempat 
hidup tumbuh-tumbuhan, hewan, dan 
manusia sedangkan Wilayah (region) 
merupakan kesatuan alam yaitu alam 
yang serba sama atau homogen atau 
seragam (uniform) dan kesatuan 
manusia yaitu masyarakat serta 
kebudayannya yang serbasama yang 
mempunyai ciri (kekhususan) yang 
khas sehingga wilayah tersebut dapat 
dibedakan dari wilayah lain”. 
 Dalam Pasal 1 UU No. 24 
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, 
disebutkan bahwa ”ruang adalah 
wadah yang meliputi ruang daratan, 
ruang lautan, dan ruang udara, 
sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk hidup 
lainnya melangsungkan hidup dan 
melakukan kegiatan serta 
memelihara kelangsungan 
hidupnya.  Penataan  Ruang  adalah 
proses perencanaan tata ruang, 
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pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang”.  
Pengertian Tata Guna Tanah 
 Menurut Jayadinata (1999:10) 
yang dimaksud dengan ”tata guna 
tanah (land use) adalah pengaturan 
penggunaan tanah 
(tata=pengaturan)”. Hal-hal yang 
berkaitan dengan penggunaan tata 
guna tanah adalah: 
a. Perilaku Masyarakat (sosial 
behavior) Sebagai Penentu 
yaitu tingkah laku dan 
tindakan manusia yang 
dipengaruhi oleh kebutuhan 
dan keinginan manusia dalam 
tata guna tanah. 
b. Penentu yang Berhubungan 
dengan Kehidupan Manusia 
yaitu dalam pola tata guna 
tanah perkotaan selalu 
dihubungkan dengan kegiatan 
ekonomi. 
c. Kepentingan Umum sebagai 
Penentu seperti kesehatan, 
keamanan, moral dan 
kesejahteraan hidup. 
d. Beberapa Standar Bagi 
Perkotaan yaitu standar lokasi 
dan standar luas. 
PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Kota Malang 
 Kota Malang merupakan kota 
yang sudah tidak asing bagi sebagian 
besar masyarakat Jatim karena selain 
terkenal dengan daerah wisatanya 
yang eksotik kota Malang juga 
dikenal dengan kota pendidikan. 
Kota malang mempunyai wilayah 
seluas 11.005,66 ha. Kota Malang 
juga terdiri dari enam kecamatan, 
yaitu: Kecamatan Kedungkandang, 
Kecamatan Sukun, Kecamatan 
Klojen, Kecamatan Blimbing, 
Kecamatan Lowokwaru dan 
Kecamatan Genukwatu.  
 Jumlah penduduk kota Malang 
adalah 807.136 jiwa yang terdiri dari 
penduduk perempuan sebanyak 
404.318 jiwa dan penduduk laki-laki 
sebanyak 402.818 jiwa. Masyarakat 
yang tinggal di Kota Malang terdiri 
dari beberapa suku seperti Jawa, 
Madura, Arab dan Tionghoa. 
Sebagian penduduknya beragama 
Islam meskipun juga terdapat agama 
lain seperti Protestan, Katolik, 
Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. 
Bahasa sehari-hari yang digunakan 
masyarakat Kota Malang adalah 
bahasa Jawa tetapi sebagian kecil 
masyarakatnya juga ada yang 
menggunakan Bahasa Madura.  
 Secara geografis, penataan 
ruang Kota Malang dapat dibagi ke 
dalam beberapa bagian yaitu bagian 
selatan yang berupa dataran tinggi 
untuk kawasan perumahan. Di 
bagian tengah untuk pusat kegiatan 
bisnis serta perkantoran baik negeri 
maupun swasta. Bagian utara dan 
timur untuk kawasan industri dan 
daerah pemukiman penduduk. 
Sedangkan bagian barat untuk 
kawasan perumahan baru dan 
perguruan tinggi. Di wilayah Malang 
juga mengalir beberapa sungai yang 
relatif cukup besar, yaitu sungai 
Brantas, Metro, Sukun, Bango dan 
sungai Ampong.  
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 Dengan kepadatan penduduk 
yang relatif cukup tinggi tidak dapat 
menutup kemungkinan akan 
menimbulkan berbagai permasalahan 
seperti terdapatnya wilayah 
perkampungan padat penghuni dan 
kumuh. Kawasan kumuh yang 
berada di Kota Malang banyak 
terdapat di kawasan DAS sungai 
Brantas yakni disebagian kelurahan 
Penanggungan, Samaan, Oro-oro 
Dowo, Kiduldalem, Polehan, 
Jodipan, Kotalama, Mergosono dan 
pemukiman di sepanjang rel kereta 
api yakni di kelurahan Ciptomulyo, 
Mergosono, Kotalama dan Jodipan. 
Dengan banyaknya pemukiman 
kumuh tersebut maka bukan tidak 
mungkin kualitas lingkungan di kota 
Malang cenderung akan menurun. 
Hasil Wawancara dan Observasi 
 Dalam rangka menindaklanjuti 
permasalahan penduduk yang 
semakin kompleks yang tidak 
diimbangi dengan adanya kemauan 
untuk tetap menjaga kelestarian 
lingkungan maka perlu diadakan 
observasi secara langsung di 
lapangan agar lebih dekat dengan 
permasalahannya. Oleh sebab itu, 
peneliti memilih lokasi di Jalan 
Muharto Kelurahan Jodipan 
Kecamatan Blimbing sebagai sampel 
dari pemukiman kumuh yang ada di 
kota Malang. Jumlah penduduk di 
kecamatan Blimbing adalah  158.556 
jiwa. Berdasarkan data dari 
BAPPEDA  kelurahan Jodipan 
memiliki wilayah  seluas 49 ha 
dengan jumlah penduduk 13201 jiwa 
sehingga kepadatan penduduk 
(jiwa/ha) adalah 269. Kategori 
penilaian kepadatan penduduk antara 
194,3-269 menunjukkan kepadatan 
tinggi sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kelurahan Jodipan termasuk 
ke dalam kategori kepadatan tinggi 
dan merupakan indikator kawasan 
kumuh. Selain itu, sebagian besar 
masyarakatnya tinggal di bantaran 
sungai yang keadaannya sangat 
membahayakan.  
 Menurut pendapat Kadis 
Pekerjaan Umum (PU) Hadi Santoso 
mengenai kondisi kawasan tersebut 
adalah: 
Kawasan itu termasuk kawasan 
yang sangat rawan bahaya 
yang ada di sempadan DAS 
Brantas. Di Kawasan itu ada 
belokan Sungai Brantas yang 
cukup berbahaya. Sungai 
Brantas berbeda dengan sungai 
lainnya, sungai itu terbentuk 
alami. Di bawahnya juga 
terdapat pelung yang dapat 
membahayakan penghuni yang 
ada di kawasan sempadan DAS 
Brantas. Sungai Brantas 
memiliki siklus banjir 10 
tahunan, 30 tahunan dan 50 
tahunan. Kami belum tahu 
bagaimana kekuatan pembatas 
sungainya. Seperti yang terjadi 
di Muharto beberapa waktu 
lalu, tidak ada banjir tiba-tiba 
tiga rumah yang ada di daerah 
sempadan ambrol” 
(www.malangraya.com). 
 Dari hasil observasi kawasan 
pemukiman kumuh yang berada di 
bantaran sungai Brantas umumnya 
mempunyai kondisi lingkungan yang 
relatif kurang baik. Hal tersebut 
disebabkan semakin banyaknya 
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pendirian rumah yang dibangun 
masyarakat yang berdiam disitu 
dengan tidak disertai penataan ruang 
dan fasilitas umum yang memadai 
sehingga menambah permasalahan 
seperti sistem jaringan jalan, sistem 
drainase, pelayanan air bersih serta 
menambah beban pencemaran di 
DAS Brantas. Dampak dari 
keterbatasan tersebut adalah 
banyaknya sampah yang berada di 
pinggir ataupun di tengah sungai 
karena masyarakat sekitar sudah 
terbiasa untuk membuang sampah ke 
sungai walaupun sudah ada peraturan 
yang melarang. Disamping itu jarak 
antar rumah yang hampir tidak ada 
sekatnya dan berbentuk seperti gang-
gang kecil menyebabkan sirkulasi 
udara tidak berjalan dengan baik 
sehingga terlihat kumuh.  
 Keterbatasan fasilitas itu juga 
dapat dilihat dengan terdapatnya 
sebuah tempat seperti kamar mandi 
yang digunakan penduduk untuk 
mencuci baju karena mereka 
menghemat air yang ada di rumah 
untuk keperluan yang lebih penting 
seperti untuk memasak. Tutik (29) 
warga daerah Muharto mengatakan 
bahwa dia tidak dapat seterusnya 
mencuci baju di pinggir sungai 
tersebut karena pada musim 
penghujan daerah itu akan penuh 
dengan air sungai yang meluap. Di 
bawah ini foto hasil observasi di 
DAS sungai Brantas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Foto terdapatnya bilik 
kecil tempat cuci baju, 
mandi dan BAB 
 Tetapi meskipun dengan 
keadaan lingkungan seperti itu 
penduduk tetap betah tinggal disitu 
karena mereka sudah lama tinggal 
sehingga agak sulit untuk membuat 
mereka pindah dari lokasi tersebut. 
Tiayah (50) mengatakan bahwa dia 
sudah tinggal secara turun temurun 
di daerah tersebut sehingga sudah 
hafal dengan keadaan lingkungan 
seperti itu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.  Foto dengan ibu Tiayah 
warga Muharto 
 Memang keberadaan kawasan 
kumuh tersebut sangat ironis karena 
disatu sisi terdapat institusi yang 
melarang dan disisi lain ada institusi 
yang mendukung,” kata Sugeng Hari 
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Purwanto Kasubid Tata Ruang 
BAPEDA Kota Malang. Oleh sebab 
itu, apabila pemerintah akan 
melakukan sebuah kebijakan untuk 
menanggulangi masalah tersebut 
harus diawali pengidentifikasian 
secara detail dahulu agar tidak terjadi 
ketimpangan yang pada akhirnya 
berdampak buruk bagi masyarakat.  
Analisis Dampak Pemukiman 
Kumuh terhadap Kelestarian 
Lingkungan  
Menurut Moh. Soerjani dkk 
(1987:19) terdapat hubungan yang 
erat antara masalah kependudukan 
dengan kelestarian lingkungan hidup 
yaitu : 
“Kerusakan sumber daya alam 
dan lingkungan hidup yang 
terjadi selama ini berkaitan erat 
dengan tingkat pertambahan 
penduduk dan pola penyebaran 
yang kurang seimbang dengan 
jumlah dan penyebaran sumber 
daya alam serta daya dukung 
lingkungan hidup yang ada. Di 
samping itu kerusakan tersebut 
juga merupakan akibat dari 
pengaturan penggunaan 
sumber daya alam dan 
lingkungan hidup yang belum 
memadai. Sebagai akibat dari 
adanya pertumbuhan penduduk 
yang cukup tinggi dan kurang 
memadainya peraturan 
penggunaan sumber daya alam 
dan lingkungan hidup maka 
beberapa daerah ditinjau dari 
kerusakan lingkungan hidup 
yang telah terjadi telah 
merupakan daerah-daerah 
rawan”. 
Himpitan ekonomi merupakan 
salah satu penyebab dari banyaknya 
penduduk yang bermigrasi dari 
pedesaan ke perkotaan. Dimana kota 
yang dituju belum mampu untuk 
mengatasi permasalahan-
permasalahan baru yang muncul. 
Ditambah lagi kaum migran itu tidak 
membekali diri dengan keahlian dan 
ketrampilan yang memadai yang 
sesuai dengan tuntutan pekerjaan 
sektor formal di perkotaan, 
mengakibatkan mereka terjun ke 
dalam sektor informal dengan 
pendapatan yang relatif kecil yang 
pada gilirannya dapat mengakibatkan 
pertambahan dan perluasan 
pemukiman kumuh. Pemukiman 
kumuh lebih dominan dijumpai di 
bagian tengah kota dibandingkan di 
bagian pusat kota.  
Memang dari dahulu kondisi 
ekonomi akan selalu berbanding 
terbalik dengan kondisi lingkungan. 
Artinya kedua hal tersebut sulit 
untuk diseimbangkan, dimana 
peningkatan kondisi ekonomi akan 
dibarengi dengan penurunan kualitas 
lingkungan begitupun sebaliknya. 
Oleh sebab itu, menurut Soerjani dkk 
(1987:120) mengatakan keterkaitan 
masalah kependudukan dengan 
penurunan kualitas lingkungan 
sebagai berikut: 
”Selama pertambahan 
penduduk berada dalam batas 
kewajaran, maka pertumbuhan 
ini tidak mengganggu terlalu 
banyak keseimbangan 
lingkungan. Tetapi apabila 
perkembangan teknologi 
kemudian memungkinkan 
manusia meningkatkan 
kesejahteraannya dan tingkat 
kematian dapat dikendalikan 
IJPA-The Indonesian Journal of 
Public Administration Volume 2 | Nomor 1 | Nopember 2015 
 
Page | 46  
 
dan diturunkan maka timbullah 
ledakan penduduk yang 
menggoncangkan 
keseimbangan lingkungan. 
Manusia yang bertambah 
begitu banyak pada ruang 
tempat yang terbatas dalam 
kurun waktu yang singkat 
menimbulkan persoalan 
lingkungan yang bersifat fisik 
dan sosial. Maka pertumbuhan 
dan pemusatan manusia yang 
besar dalam ruang lingkungan 
terbatas menimbulkan 
permintaan besar terhadap air 
minum, tempay pemukiman, 
pembuangan kotoran dan lain-
lain kebutuhan hidup 
perorangan. Segala keperluan 
ini tidak berdiri sendiri-
sendiri”. 
Masalah Pemukiman Kumuh  
terhadap Lingkungan Hidup 
Dewasa ini, masalah 
lingkungan pada dasarnya terjadi 
karena ketidakseimbangan antara 
manusia dan sumber-sumber yang 
ada dalam lingkungannya. Masalah-
masalah yang ditimbulkan akibat 
ketidakseimbangan itu adalah: 
a. Masalah penyediaan air bersih  
Masalah air bersih telah 
diatur dalam UU No. 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air, 
namun di lapangan sumber daya 
air masih belum mendapatkan 
proteksi yang cukup. “Air bersih 
diperlukan terutama untuk 
memasak dan mandi, jumlahnya 
kurang lebih 60 liter per orang 
per hari (minimal)”( Raldi 
Hendro Koestoer dkk, 2001:75-
76). Di lingkungan kumuh 
biasanya penyediaan air bersih 
sangat minim. Sehingga masalah 
air bersih sangat berkait dengan 
timbulnya beberapa penyakit 
seperti penyakit kulit dan perut, 
sebagai akibat dari penggunaan 
air tidak bersih atau telah 
terkontaminasi bakteri coli. 
Kurangnya penyediaan air bersih 
tersebut juga dikarenakan 
diambil alihnya tempat sumber 
air dengan dibangunnya rumah-
rumah diatasnya. Biasanya 
warga dalam menggunakan air 
bersih hanya untuk keperluan 
memasak saja untuk berhemat 
sehingga untuk mandi dan 
keperluan lain sungai menjadi 
alternatif berikutnya. Dampak 
selanjutnya air sungai menjadi 
sangat tercemar baik itu oleh 
limbah rumah tangga atau dari 
limbah yang lain.  
Oleh sebab itu, 
ketersediaan sumber daya air 
dari waktu ke waktu harus 
disesuaikan dengan daur 
hidrologi karena keberadaan dan 
sifat kualitas air  dapat 
berpengaruh dalam hal 
pemakaian dan pemanfaatannya. 
Dan dalam rangka memenuhi 
kegiatan pembangunan yang 
berkelanjutan maka konsep 
dasar mengenai daur sumber 
daya air perlu dipahami. Hal itu, 
dapat dicapai dengan 
mempertimbangkan aspek daya 
dukung dan konservasi sumber 
daya air sehingga dapat 
menunjang pembangunan. 
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b. Masalah sampah 
Limbah padat masyarakat 
dapat berupa sampah rumah 
tangga terutama berasal dari 
sampah dapur sehingga jumlah 
bahan organik cukup dominan 
jumlahnya di dalam sampah dan 
bentuk sampah umumnya basah 
dengan sifat mudah membusuk. 
Apabila sampahnya berupa zat-
zat yang tidak bisa membusuk 
seperti plastik akan menjadi 
pencemaran lingkungan yang 
akan berdampak di kemudian 
hari karena  kelalaian manusia 
untuk memberi kesempatan 
kepada mikroba pembusuk 
melakukan fungsinya dalam 
proses daur materi dan di 
lingkungan kumuh seperti itu 
sampah terlihat berserakan 
dimana-mana bahkan di depan 
rumah sekalipun. Karena 
kurangnya kesadaran penduduk 
dalam menjaga kebersihan 
lingkungan sehingga 
menimbulkan bau yang tidak 
sedap. Dan lebih parahnya lagi 
sampah-sampah tersebut 
langsung dibuang ke sungai 
tanpa terdapat proses 
pengelolaan yang benar.  
Berdasarkan data dari 
BAPPEDA di kecamatan 
Blimbing yaitu di kelurahan 
Polehan 60% penduduknya 
membuang sampah ke sungai 
yaitu masyarakat RW 1 dan RW 
IV yang berada dekat sungai 
serta kelurahan Jodipan 20% 
penduduk yang membuang 
sampah ke sungai yaitu sebagian 
warga RW VI yang berada dekat 
sungai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.  Foto Banyaknya 
Sampah yang Dibuang 
Ke Sungai 
c. Masalah sanitasi lingkungan 
Kondisi sanitasi 
lingkungan pada suatu 
pemukiman bisa dilihat dari 
kepemilikan jamban keluarga 
atau umum yang memenuhi 
syarat teknis on-site sanitation 
(septic tank) dalam suatu 
wilayah. (Dinas Pekerjaan 
Umum) 
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Tabel 2  
Kualitas Sanitasi Lingkungan Kawasan Kumuh Kota Malang  
Tahun 2009 
 
No Kecamatan 
/ Kelurahan 
Memiliki Jamban Pribadi 
dengan Septic Tank 
Memiliki 
MCK Umum 
 Kec. Klojen   
1 Kasin Ada Ada 
2 Sukoharjo Ada  
3 Kiduldalem Ada  
4 Kauman Ada  
5 Oro-oro dowo Ada  
6 Samaan Ada  
7 Bareng Ada  
8 Penanggungan Ada  
9 Gadingkasri Ada Ada 
 Kec. Sukun   
1 Sukun Ada  
2 Ciptomulyo Ada  
3 Tanjungrejo Ada  
4 Bandulan Ada  
 Kec. Kedungkandang   
1 Mergosono Ada  
2 Kotalama Ada  
 Kec Lowokwaru   
1 Lowokwaru Ada  
2 Sumbersari Ada Ada 
 Kec. Blimbing   
1 Polehan Ada  
2 Jodipan Ada  
(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Kota Malang) 
 
Dari hasil pengamatan 
antara kawasan kumuh yang satu 
dengan yang lain tidak memiliki 
perbedaan yang signifikan. 
Menurut Kepala Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat (BKBPM) Kota 
Malang Jarot Edi Sulistiono 
(Yuswantoro, 2009) mengenai 
kondisi sanitasi di pemukiman 
kumuh adalah: 
“Buruknya sanitasi 
terutama terjadi pada 
saluran dan muara 
pembuangan limbah 
rumah tangga. Hal ini 
memperburuk kualitas 
kehidupan di dalamnya. 
Faktanya, selama ini 
itulah yang terjadi di 
Kota Malang. Banyak 
permukiman para 
penduduk yang 
sanitasinya buruk, 
termasuk kawasan 
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permukiman di daerah 
aliran sungai. Lemahnya 
tingkat kesadaran 
masyarakat membuat 
mereka dengan 
seenaknya membuang 
langsung limbah rumah 
tangga ke sungai, tanpa 
pengolahan terlebih dulu. 
Makanya kami mencoba 
untuk segera menyikapi 
kondisi ini dengan 
membuat dan mengatasi 
sanitasi di permukiman 
padat dan kumuh”. 
d. Masalah jarak bangunan 
untuk sirkulasi udara dan 
lokasi bangunan 
Luas lubang ventilasi 
alamiah yang permanen minimal 
10% luas lantai dan di 
lingkungan kumuh seperti di 
daerah Muharto Kotalama hanya 
beberapa rumah yang 
ventilasinya sesuai standar dan 
selebihnya masih jauh di bawah 
standar. Dampak lingkungan 
yang diakibatkan dari jarak antar 
bangunan yang sempit adalah 
terjadi kebisingan sehingga 
keadaan rumah pun tidak 
nyaman. Jalan lingkungan 
sangat dibutuhkan sebagai 
sarana hubungan lokal 
antarwarga masyarakat. Selain 
itu penting sebagai penghubung 
dengan daerah luar, misalnya 
dalam kasus terjadinya 
kebakaran. Tanpa jalan yang 
memadai, akan sulit bagi mobil 
pemadam kebakaran atau 
ambulans melaksanakan tugas 
penyelamatan warga setempat. 
 
 
Tabel 3 
Prosentase Jarak Antar Bangunan Kawasan Kumuh Kota Malang  
Tahun 2009 
 
No Kec/Kel Jarak Antar Bangunan (m) Ket 
 Kec. Klojen   
1 Kasin ± 3 Antara 2-3 m 
2 Sukoharjo ±3 Antara 2-3 m 
3 Kiduldalem ±1,5  
4 Kauman ±1  
5 Oro-oro dowo ±1  
6 Samaan ±1,5  
7 Bareng ±1  
8 Penanggungan ±1  
9 Gadingkasri ±2  
 Kec. Sukun   
1 Sukun ±1  
2 Ciptomulyo ±1,5  
3 Tanjungrejo ±1,5  
4 Bandulan ±1,5  
 Kec. Kedungkandang   
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1 Mergosono ±1  
2 Kotalama ±1  
 Kec.lowokwaru   
1 Lowokwaru ±2,5  
2 Sumbersari ±2  
 Kec. Blimbing   
1 Polehan ±2  
2 Jodipan ±1,5  
 
(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Kota Malang) 
 
Selain itu, lokasi bangunan 
yang sangat dekat dengan daerah 
pinggir sungai mengakibatkan 
kawasan itu sangat rawan 
terjadinya bencana alam lebih-
lebih pada musim penghujan. 
Menurut Peraturan Daerah Kota 
Depok Nomor 18 Tahun 2003 
Tentang Garis Sempadan yaitu: 
“Jarak bebas bangunan 
atau garis sempadan 
adalah garis batas luar 
pengaman untuk 
mendirikan bangunan 
atau pagar yang ditarik 
pada jarak tertentu sejajar 
dengan jalan, tepi luar 
kepala jembatan, tepi 
sungai, tepi saluran, kaki 
tanggul, tepi situ/ rawa, 
tepi waduk, tepi mata air, 
rel kereta api, jaringan 
tenaga listrik, pipa 
gas”.(www.kompas.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Rumah Rawan Bahaya di 
Tepi Sungai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.  Lokasi Rumah di DAS 
Brantas 
 
e. Masalah Kesehatan Dari 
Perumahan Kumuh. 
Dampak permasalahan 
perumahan kumuh yang paling 
besar adalah pada kesehatan. 
Berbagai penularan penyakit 
dapat menyebar melalui 
berbagai media seperti di bawah 
ini: 
1. Penularan Penyakit Melalui 
Air 
Air adalah mutlak 
untuk kehidupan. Tetapi jika 
kualitas air tidak diperhatikan 
maka air dapat menjadi 
sumber penyebab penyakit. 
Contoh klasik penyakit 
bakteri yang bersumber di air 
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ialah typhoid, disentri, dan 
kolera. Air yang tercemar 
oleh ekskreta tikus dapat 
menularkan leptospirosis 
yang disebabkan oleh 
leptospira. Juga penyakit 
jamur dapat ditularkan 
melalui air, dan bentuk-
bentuk infektif daripada 
protozoa dan cacing-cacing 
perit dapat ditemukan dalam 
air pula. 
Berbagai serangga 
memerlukan air untuk 
tumbuh dan berkembang biak 
seperti nyamuk yang dapat 
menularkan berbagai macam 
penyakit. Penyakit virus yang 
menyerang anak-anak yang 
sehat adalah demam 
berdarah. Penyakit ini 
ditularkan oleh nyamuk aedes 
aegypti yang dapat 
berkembang biak dalam air di 
sekitar rumah. Nyamuk culex 
quinquefasciatus dapat 
memakai air limbah yang 
kotor sebagai tempat 
perindukan, bahkan dapat 
berkembang biak dalam 
septic tank. 
2. Penularan Penyakit Melalui 
Udara 
Penyakit dapat 
ditularkan dengan menghirup 
penyebab penyakit dalam 
pernapasan. Penyakit 
influensa dan tuberkulosis 
adalah contoh-contoh yang 
infeksinya melalui udara. 
Penyakit yang disebabkan 
oleh jamur juga dapat 
ditularkan melalui udara 
seperti penyakit 
histoplasmosis. Pencemaran 
dengan partikel-partikel kecil 
(debu) dapat menyebabkan 
kerusakan paru-paru dan juga 
memudahkan masuknya 
penyakit infeksi lainnya. 
3. Penularan Penyakit Melalui 
Tanah 
Seperti air tanah banyak 
mengandung penyebab 
penyakit, terutama jika 
tercemar oleh kotoran 
manusia dan hewan. Penyakit 
tetanus dapat terjadi jika luka 
kena tanah, terutama jika 
tanah tercemar oleh kotoran 
hewan atau manusia, yang 
mengandung penyebabnya 
yakni clostridium tetani. Di 
dalam tanah juga banyak 
ditemukan bentuk-bentuk 
infektif berbagai parasit. 
Cacing-cacing perut 
penyebarannya melalui tanah 
(soil transmitted helminths), 
telurnya dikeluarkan dengan 
tinja. Jika sampai di tanah, 
telur-telur itu tumbuh 
menjadi bentuk infektif yang 
sudah siap untuk tumbuh di 
dalam badan manusia. Cara 
penularan dapat  terjadi jika 
telur-telur yang masak ini 
(mature eggs) tertelan karena 
makanan tercemar oleh tanah 
yang mengandung telur tadi 
atau memakai tangan yang 
kotor. Mungkin juga seperti 
pada cacing tambang, larva 
infektif menembus kulit sehat 
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kaki atau tangan yang tidak 
terlindung  
f. Mengakibatkan Bencana 
Alam 
Fasilitas drainase atau 
penyaluran air hujan mutlak ada 
pada suatu kawasan terbangun, 
karena tingkat kemampuan 
penyerapan air hujan oleh tanah 
relatif kecil. Tanpa fasilitas yang 
memadai, suasana becek 
dipastikan akan terjadi banjir 
kecil dan genangan air setelah 
turunnya hujan. Selain itu, 
karena banyaknya sampah 
plastik sukar hancur di dalam 
tanah sehingga menghalangi 
peresapan air hujan ke dalam 
tanah dan akhirnya terjadilah 
banjir. Terjadinya banjir tersebut 
juga disebabkan karena terlalu 
dekatnya pemukiman penduduk 
dengan daerah aliran sungai. 
Sehingga apabila datang musim 
penghujan rawan terjadi tanah 
longsor. 
Hubungan Pemukiman Kumuh 
Dengan RTRW Kota Malang dan 
Tata Guna Tanah dalam Menjaga 
Kelestarian Lingkungan 
1. Masalah Pemukiman Kumuh 
dengan Rencana Tata Ruang 
dan Wilayah (RTRW) 
Setiap wilayah tentu 
mengalami perkembangan baik 
itu karena pengaruh 
pertambahan penduduk, 
kemajuan teknologi ataupun 
pesatnya arus informasi dan 
komunikasi. Hal itu, juga akan 
berdampak pada rencana tata 
ruang kota yang sudah 
direncanakan. Apabila terdapat 
penyimpangan maka pemerintah 
kota harus mempunyai alternatif 
yang tepat untuk mengatasinya. 
Permasalahan akibat dari 
bertambahnya jumlah penduduk 
adalah tempat tinggal. 
Kurangnya lahan untuk tempat 
tinggal menyebabkan 
munculnya pemukiman-
pemukiman yang tidak sesuai 
dengan RTRW. Ketentuan ini 
didasarkan pada Peraturan 
Daerah No. 7 tahun 2001 
tentang RTRW Kota Malang 
Tahun 2001-2011 yaitu:  
“Ruang Iingkup Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 
2001 tentang RTRW Kota 
Malang Tahun 2001-2011 
mencakup strategi dan 
kebijakan pengembangan 
wilayah Kota Malang; 
RTRW Kota Malang dan 
Ketentuan pemanfaatan dan 
pengendalian ruang. 
Kebijakan RTRW Kota 
Malang dimaksudkan untuk 
mewujudkan keterpaduan, 
keterkaitan dan 
keseimbangan antar wilayah 
serta keserasian antar sektor 
dan dijadikan acuan bagi 
instansi pemerintah dan 
masyarakat untuk 
mengarahkan lokasi dan 
memanfaatkan ruang 
daratan dan udara. Tujuan 
RTRW Kota Malang 
adalah: pemanfaatan ruang 
wilayah untuk peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat 
dan pertahanan keamanan 
yang diwujudkan dalam 
RTRW yang berkualitas; 
terselenggaranya 
pemanfaatan ruang wilayah 
yang berkelanjutan dan 
berwawasan Iingkungan 
sesuai dengan kemampuan 
daya dukung dan daya 
tampung Iingkungan hidup 
serta kebijakan 
pembangunan nasional dan 
daerah; terselenggaranya 
pengaturan pemanfaatan 
ruang kawasan lindung dan 
kawasan budidaya dan 
kawasan tertentu yang ada 
di daerah; terwujudnya 
keterpaduan dalam 
penggunaan sumber daya 
alam dan sumber daya 
buatan dengan 
memperhatikan sumber 
daya manusia; dan 
terwujudnya kehidupan 
masyarakat yang 
sejahtera”.(www.malangkab
.go.id ). 
 
Munculnya pemukiman 
kumuh yang menambah 
buruknya lingkungan kota pada 
umumnya justru berawal dari 
kebijaksanaan pemerintah. Hal 
ini berarti pemerintah daerah 
sebagai penanggung jawab 
rencana tata ruang kota dirasa 
kurang konsekuen dalam 
melaksanakan pembangunan 
kota. Sebagai penyebab utama 
kurang efektifnya rencana tata 
ruang kota (dengan indikator 
adanya berbagai penyimpangan) 
adalah selain kurang adanya 
koordinasi antar dinas/instansi, 
juga kurang dilibatkannya unsur 
masyarakat, sehingga aspirasi 
masyarakat kurang 
terakomodasikan di dalam 
rencana tata ruang kota. 
           Dari hal-hal terurai di atas 
dapat dikatakan bahwa 
penetapan peraturan daerah 
tentang rencana tata ruang kota 
hanyalah sekedar formalitas, 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan Menteri Dalam 
Negeri. Tetapi mulai dari proses 
penyusunan, sampai dengan 
implementasi dan 
pelaksanaannya jauh dari apa 
yang diinginkan oleh peraturan 
dasarnya. 
2. Masalah Pemukiman Kumuh 
dengan Tata Guna Tanah 
Seperti yang telah 
diketahui bahwa tanah di 
perkotaan yang padat penduduk 
sangat mahal harganya. 
Meningkatnya jumlah penduduk 
yang tidak diimbangi dengan 
tersedianya tanah untuk tempat 
tinggal yang cukup 
mengakibatkan masyarakat 
harus menyewa tanah untuk 
tempat tinggal. Masyarakat yang 
tidak mempunyai dana untuk 
membangun rumah terpaksa 
menggunakan tanah-tanah 
dengan sembarangan seperti di 
tepi sungai atau di pinggir rel 
kereta api. 
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Tabel 4 
Kondisi Bangunan Kawasan Kumuh di Kota Malang Tahun 2009 
 
No Kec/Kel Prosentase 
Bangunan 
Liar 
Keterangan Lingkup Kawasan 
 Kec Klojen    
1 Kasin 10%  RW 7 
2 Sukoharjo 10%  Menyebar semua 
RW 
3 Kiduldalem 25% DAS Brantas RW 2,3,4,5,6 dan 7 
4 Kauman    
5 Oro-oro dowo 20% DAS Brantas RW 1,2,3, dan 6 
6 Samaan 25% DAS Brantas RW 1,2,3,5 dan 8 
7 Bareng    
8 Penanggungan 10%  RW 5 
9 Gadingkasri 30%  Menyabar semua 
RW 
 Kec. Sukun    
1 Sukun 20%  RW 1 dan 2 
2 Ciptomulyo 25%  RW 5 
3 Tanjungrejo 20% DAS Brantas 
dll 
RW 9 
4 Bandulan 20%  RW 3 dan 4 
 Kec. 
Kedungkandang 
   
1 Mergosono 20% DAS Amprong RW 1,3,4,5 dan 6 
2 Kotalama 30% DAS Amprong 
dan sekitar rel 
KA 
RW 10 
 Kec.Lowokwaru    
1 Lowokwaru  Tidak ada 
bangunan liar 
 
2 Sumbersari  Tidak ada 
bangunan liar 
 
 Kec. Blimbing    
1 Polehan 20% DAS Brantas RW 1 dan 4 
2 Jodipan 20%  RW 6 
  Sumber: (Dinas Pekerjaan Umum, Kota Malang) 
 
Selain itu, penggunaan 
tanah yang tidak sesuai atau 
sembarangan dapat 
mengakibatkan tanah menjadi 
rawan akan bencana dan 
menimbulkan dampak 
lingkungan akibat terkikisnya 
tanah karena dialihfungsikan 
oleh kegiatan manusia. 
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Upaya Penanggulangan 
Pemukiman Kumuh 
Untuk menanggulangi dampak 
pemukiman kumuh terhadap 
kelestarian lingkungan pemerintah 
kota malang akan membangun 
rusunawa. Menurut Kepala Dinas PU 
(pekerjaan umum) Kota Malang 
Hadi Santoso mengenai rusunawa 
tersebut adalah:   
“Konsep rusun untuk warga 
DAS Brantas itu sebenarnya 
telah digodok sejak lama. 
Pertimbangannya, pemukiman 
DAS Brantas tak hanya 
membahayakan karena tebing 
DAS tidak tegak lurus dari 
bawah ke atas, tapi ada palung 
di bawahnya. Selain itu, 
kawasan sepanjang DAS 
berpotensi menjadi kawasan 
kumuh. Bahkan, ribuan 
penduduk di sepanjang DAS 
adalah tidak formal karena 
tidak ada kepemilikan sertifikat 
atas tanah. Tanah-tanah yang 
dihuni itu masuk kawasan 
sungai. Aturannya, minimal 20 
meter dari bibir sungai baru 
boleh dihuni. Satu hal lagi 
yang harus dipahami 
masyarakat sekitar DAS, 
bahwa status mereka sebagai 
penghuni rusun nantinya 
bersifat transitory. Artinya, 
hanya sementara atau transit. 
Ketika masyarakat telah 
mampu membeli rumah sangat 
sederhana, maka haknya 
tinggal di rusun dicabut dan 
dialokasikan oleh warga lain 
yang membutuhkan” 
(www.jawapos.com ) 
 
UU No 16 tahun 1985 tentang 
rumah susun mengatakan bahwa 
rumah susun adalah bangunan 
gedung bertingkat yang dibangun 
dalam suatu lingkungan yang terbagi 
dalam bagian-bagian yang 
distrukturkan secara fungsional 
dalam arah horizontal maupun 
vertikal, dan merupakan satuan-
satuan yang masing-masing dapat 
memiliki dan digunakan secara 
terpisah terutama untuk tempat-
tempat hunian yang dilengkapi 
dengan bagian bersama, benda 
bersama, dan tanah bersama. 
Pembangunan rumah susun 
dilandaskan kepada asas 
kesejahteraan umum, keadilan, 
pemerataan dan keserasian serta 
keseimbangan dalam peri kehidupan. 
Tujuan pembangunan rumah susun 
yaitu : 
1. Memenuhi kebutuhan perumahan 
yang layak bagi rakyat terutama 
golongan berpenghasilan rendah 
yang menjamin kepastian hukum 
dalam pemanfaatannya. 
2. Meningkatnya daya guna dan 
hasil guna tanah di daerah 
perkotaan dengan 
memperhatikan kelestarian 
sumber daya alam dan 
menciptakan lingkungan 
pemukiman yang lengkap, serasi 
dan seimbang. 
Untuk keberhasilan progam 
tersebut pemeintah tidak bisa 
berjalan sendiri oleh karena itu harus 
melibatkan peran swasta dan 
masyarakat. Karena masalah 
pemukiman tersebut selain tidak 
sesuai dengan  perencanaan 
pembangunan yang terdapat dalam 
PERDA Rencana Tata Ruang dan 
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Wilayah (RTRW) No 7 Tahun 2001 
juga dapat menurunkan kualitas 
lingkungan. Penanggulangan 
masalah tersebut tidak boleh 
dilakukan secara brutal dengan asal 
menggusur tanpa pemberitahuan dan 
batas waktu yang cukup. Perlakuan 
dan pemberian sanksi keras, seperti 
denda yang berlebihan, penyitaan 
terhadap harta benda, atau pemberian 
ganti rugi yang menekan harus 
dihindari. 
Menurut PP Nomor 4 tahun 
1998 tentang rusun menegaskan 
bahwa rusun harus direncanakan dan 
dibangun dengan struktur , 
komponen, dan penggunaan bahan 
bangunan yang memenuhi 
persyaratan konstruksi sesuai dengan 
standar yang berlaku. Rusun harus 
dilengkapi dengan: 
1. Jaringan air bersih 
2. Jaringan listrik 
3. Jaringan gas 
4. Saluran pembuangan air 
hujan 
5. Saluran pembuangan air 
limbah 
6. Tempat pembuangan sampah 
7. Tempat untuk 
memungkinkan pemasangan 
jaringan telepon 
8. Alat transportasi yang berupa 
tangga, lift atau eskalator 
9. Tempat menjemur 
10. Pintu dan tangga darurat 
kebakaran 
Tetapi karena penduduk juga 
sudah betah tinggal di rumah yang 
lama maka pemindahan penduduk ke 
rumah susun tersebut diperlukan 
waktu dan cara yang efektif. 
Tentunya pembangunan rumah susun 
tersebut harus dilengkapi fasilitas 
yang memadai. Sistem rumah susun 
tersebut dilakukan dengan cara 
menyewa dimana apabila penduduk 
yang tinggal disana dirasa sudah 
mampu untuk pindah dan mendirikan 
rumah yang layak dan dengan 
kondisi lingkungan yang mendukung 
maka harus meninggalkan rumah 
susun tersebut dan akan digantikan 
dengan penghuni baru.   
Selain itu, pemecahan yang 
lain dapat dilakukan dengan 
melakukan kegiatan penyuluhan 
yang bekerjasama dengan instansi 
terkait dengan materi yang 
berhubungan dengan konsep praktis 
tentang penyelesaian masalah utama 
yang dihadapi penduduk miskin, 
khususnya tentang lingkungan, 
peningkatan pengetahuan dan 
kesadaran hukum. Dalam 
mengangani dan meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam hal 
menjaga kebersihan dan ketertiban 
umum, sangat memerlukan 
kesabaran dan perilaku yang lebih 
persuasif dari pemerintah kota 
Malang. Oleh karena itu, usaha untuk 
mengatasi segala persoalan yang 
menyangkut pelanggaran disiplin 
lingkungan dan ketertiban umum 
bagi warga permukiman kumuh, 
harus dilakukan dengan cara 
membimbing dan menegurnya secara 
kekeluargaan dan dirundingkan 
dengan bermusyawarah. Dengan 
demikian diharapkan dapat 
menumbuhkan partisipasi dan 
motivasi masyarakat dalam 
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mematuhi berbagai imbauan tokoh 
masyarakat setempat, terutama 
dalam upaya menciptakan ketertiban, 
keamanan dan ketentraman 
masyarakat. 
Diharapkan dengan berbagai 
upaya tersebut sedikit banyak dapat 
megurangi dampak yang 
ditimbulkan. Karena menurut 
Suryaningsih (2008) Hak atas 
perumahan di Indonesia tercantum 
dalam Undang Undang Nomor 4 
Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 23) yang berlaku mulai 
tanggal 10 Maret 1992 yaitu dalam 
pasal 5 ayat (1) dimana disebutkan 
bahwa :“Setiap warga negara 
mempunyai hak untuk menempati 
atau menikmati dan atau memiliki 
rumah yang layak dalam lingkungan 
yang sehat, aman, serasi dan teratur”. 
Selain itu, pembangunan yang 
dilakukan harus sesuai dengan 
konsep pembangunan kota yang 
berkelanjutan. Menurut Menteri 
Pekerjaan Umum (2008) 
“Pembangunan Perkotaan Bebas 
Kumuh yang berkelanjutan pada 
masa mendatang semakin perlu 
mementingkan kualitas lingkungan 
perkotaan yang aman, nyaman dan 
layak huni (habitable). 
Pembangunan perkotaan yang bebas 
kumuh dan ramah lingkungan perlu 
ditempuh dengan mengantisipasi 
dampak perubahan iklim global dan 
mencegah meluasnya permukiman 
kumuh pada daerah rawan bencana 
alam”.   
 
 
PENUTUP 
Kesimpulan  
Hubungan antara manusia 
dengan lingkungan hidup sangat erat 
dimana terdapat peningkatan 
kebutuhan manusia maka akan 
terjadi penurunan kualitas 
lingkungan begitupun sebaliknya. 
Demikian juga dengan permasalahan 
kepadatan penduduk yang semakin 
lama semakin membludak 
menyebabkan tingginya jumlah 
pemukiman kumuh di perkotaan. 
Selain itu, pemukiman kumuh yang 
pembangunannya tanpa ada 
perencanaan yang matang membuat 
dampak lingkungan semakin 
kompleks.  
Banyak pihak yang akan 
terkena dampak dari pemukiman 
kumuh yang tidak berpihak pada 
kelestarian lingkungan. Hal itu 
disebabkan karena kurangnya sarana 
dan prasarana yang mendukung 
sehingga masyarakat menggunakan 
alternatif-alternatif lain yang di 
kemudian hari akan semakin 
merusak lingkungan seperti 
pembuangan sampah ke sungai. Oleh 
sebab itu, pembangunan harus 
memperhatikan lingkungan yang 
diimbangi dengan konsep 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Saran 
1. Bagi masyarakat harus selalu 
menjaga kelestarian lingkungan 
karena apabila  manusia 
ramah dengan alam maka alam 
pun juga akan ramah kepada 
 manusia. 
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2. Bagi pemerintah harus selalu 
mengawasi dan mengontrol hal-
hal apa saja  yang 
meyebabkan terjadinya 
perusakan lingkungan di 
perkotaan sehingga  dapat 
mengambil kebijakan untuk 
mencegah penurunan kualitas 
lingkungan. 
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